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ABSTRAK
PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Oleh:
Lukman Efendi

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan al-ihtikar, yang
secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau
tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan
jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang
yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru
kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang
berlipat ganda. Figih Islam mengartikan bahwa al-ihtikar bermakna menimbun
atau menahan agar terjual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penimbunan barang
pokok dalam perspektif Figih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian
pustaka (library reseach) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan
dengan penimbunan atau ihtikar. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
adalah dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Semua data-
data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para ulama figh
mengharamkan penimbunan barang pada semua jenis bahan makanan dan barang
yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat. Pengharaman penimbunan pada bahan
makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang seperti beras,
jagung, gandum, dan terigu. Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat
menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomi masyarakat, yaitu akibatnya
akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan
seseorang untuk mendaptkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan
lainya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi
krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya
keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa
memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang
menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual
timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman
yang sesuai dengan kesalahannya.
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah
untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara
orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu,
Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

(Q.S. Al Hasyr : 7)

1 Q.S. Al Hasyr (59) : 7
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan manusia yang harus segera
dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Barang pokok adalah barang
yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan
kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan
masyarakat.

Kebutuhan pokok dibagi menjadi tiga yaitu barang pokok, barang
strategis, dan barang penting. Barang pokok meliputi pangan, sandang, papan,
pendidikan dan hiburan. Kebutuhan paling mendasar bagi sumber daya
manusia suatu bangsa adalah pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan
kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan. Faktor lain
yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah
tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau dari sisi harga dan
aman dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam
aktivitas sehari-hari

Barang pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial,
bahkan politik. Namun, sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki
daftar komoditi barang pokok yang konsisten. Jenis barang pokok masyarakat

yang dimasukkan sebagai barang pokok adalah beras, gula pasir, minyak



goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak
tanah, dan garam beryodium.

Kelangkaan barang pokok sering terjadi, kondisi demikian bisa
menyebabkan harga barang-barang yang langka tersebut melambung tinggi.
Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya
karena tidak sanggup membeli barang pokok yang biasa dikonsumsi. Tentunya
hal ini akan memberikan dampak yang buruk pula bagi perekonomian karena
terganggunya mekanisme pasar.

Sesungguhnya banyak penyebab terjadinya kelangkaan barang-barang
yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya akibat adanya aksi penimbunan.
Praktik penimbunan dalam perjalanannya selama ini selalu mendapat sorotan
serius dari berbagai pihak, terutama terhadap pihak pemerintah untuk
memberantasnya agar harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar
kembali normal.

Praktik penimbunan sering kali dilakukan terhadap barang-barang yang
paling dibutuhkan masyarakat seperti sembako atau sembilan bahan pokok
berupa makanan dan minuman serta juga bahan bakar seperti minyak dan gas.
Praktik penimbunan tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan besar
dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun, saat
permintaan dari konsumen sedang tinggi.

Selain masalah kelangkaan barang pokok yang disinyalir akibat adanya
tindakan spekulasi dengan menimbunnya agar persediaannya sedikit di

pasaran. Praktik penimbunan ini tidak terjadi baru-baru ini melainkan sudah



lama yakni pada bahan bakar minyak, beras, minyak goreng, bawang, hingga
gula pasir. Praktik penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat ini
dengan sengaja dilakukan melalui pengurangan drastis distribusi ke pedagang
di tingkat pasar di kala banyaknya permintaan. Sehingga harganya naik tajam
dan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal praktik penimbunan
terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak ini bisa
dibilang sangat besar sekali. Kerugian tersebut paling besar diterima oleh
masyarakat selaku konsumen. Kerugian yang dialami oleh masyarakat adalah
dengan menambah uang belanja guna membeli berbagai kebutuhan pokok
rumah tangganya.

Adapun bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah tentunya
bila tak punya uang lebih maka yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi
tingkat konsumsinya karena tidak sanggup membeli barang-barang pokok yang
menjadi kebutuhannya. Sedangkan bagi pedagang yang ada di pasar-pasar akan
mengalami berkurangnya pendapatan karena banyak masyarakat tentunya akan
mengurangi tingkat konsumsinya melihat harga-harga yang dijual pedagang
masih tinggi.

Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang
sehingga barang tersebut menjadi langkah di pasaran kemudian menjualnya
dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk

menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang



maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu
merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.
Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan Al-Ihtikar,
yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-
barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli
sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga
harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga
menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan
keuntungan yang berlipat ganda. Figih Islam mengartikan bahwa al-Ihtikar
bermakna menimbun atau menahan agar terjual.
Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan
sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:
Seals 1Sa5ddiy Bohe LIG
“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki
sedangkan yang menimbun terlaknat.” (HR. Ibnu Majah : 2153)?

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:
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“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh
malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT

melepaskan diri juga darinya.” (H.R. Imam Ahmad : 4648)?

2 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 2 (Semarang: Putra Semarang, 1954), 278
% HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, alHakim, ad-
Daruquthni, dan Abu Na’im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262



Persoalan praktik penimbunan ini dalam kacamatan ekonomi syariah
juga mendapatkan perhatian serius. Persoalan penimbunan yang dalam bahasa
ekonomi syariah disebut ihtikar adalah perbuatan dilarang. Persoalan
penimbunan atau ihtikar ini dipandang sebagai perbuatan di mana produsen
atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih sedikit
dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih  bisa
dimaksimalkan. Tentu tujuannya untuk bisa meraup keuntungan dengan
mengambil dari selisih harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusinya.

Ihtikar merupakan tindakan penimbunan barang dengan cara membeli
barang tersebut dan menahannya hingga harganya mahal lalu menjualnya
kembali demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat
dipahami bahwa dalam ihtikar minimal ada dua syarat sehingga suatu tindakan
bisa dikategorikan ihtikar yaitu pertama, memperoleh barang dengan cara
membeli. Kedua, menjual kembali di saat harga barang itu mengalami
kenaikan harga (mahal). Artinya orang yang menimbun barang tetapi bukan
diperoleh dengan cara membeli tidak termasuk ihtikar. Misalnya, hasil panen
sawah sendiri. Kedua, walaupun barang itu diperoleh dengan jalan membeli
lalu ditimbun tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (tidak dijual
untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), maka tindakan seperti ini
tidak termasuk ihtikar.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
tentang penimbunan barang pokok. Terutama jika dikaitkan dengan hukum

ekonomi masa kini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, peneliti



tertarik untuk mengambil judul skripsi “PENIMBUNAN BARANG POKOK

PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”.

B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan dalam penelitian
ini adalah: “Bagaimanakah dampak penimbunan barang pokok dalam

perspektif Figih muamalah™?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dampak penimbunan barang pokok dalam perspektif Figih
muamalah.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat
pada penelitian ini adalah:
a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya.
b. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah
pengetahuan berkaitan tentang penimbunan barang pokok dalam

perspektif Figih muamalah.

D. Penelitian Relevan
Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian

terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal.



Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah
yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian
relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini,
sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan
berada. Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, jurnal,
maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga
akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu,
akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Muhbibah yang berjudul
Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Figih Muamalah).
penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya penimbunan barang
dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang dipesan, praktek
penimbunan barang ini sering terjadi setiap tahun pada musim kemarau
dan cuaca buruk sehingga dapat mengakibatkan pusutnya transport asi
Gresik - Bawean.”

2. Penelitian yang dilakukan olen Afifah Wahyudi yang berjudul
Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam, penelitian ini
menyimpulkan bahwa dalam kefakiran itu dapat membawa kekufuran bagi
masyarakat yang melakukan penimbunan barang.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ahmad Rozi yang berjudul Perilaku

* Khoirul Muhbibah, Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Studi Figih
Muamalah), Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim, Malang diunduh pada 12 September 2019

5 Afifah Wahyudi, Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Hukum
Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung
diunduh pada 12 September 2019



Ihtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fugaha Kontemporer, penelitian
ini menyimpulkan bahwa pengharaman ihtikar menurut Imam Al-Ghazali
hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok
manusia. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut
Imam Al-Ghazli seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Pendapat
Yusuf Qordowi yang mengharamkan penimbunan terhadap semua
kebutuhan masyarakat, tanpa adanya klasifikasi terhadap produk apa saja
yang tidak boleh untuk menimbunnya. Wahbah Zuhaili melarang
melakukan ikhtikar khusus untuk makanan pokok, seperti jagung, beras,
kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya
makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena
jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan
pengaruh negatif.®
Berdasarkan judul penelitian yang peneliti temukan dapat diketahui
bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang sama
yaitu membahas tentang penimbunan barang namun dalam penelitian terdapat
perbedaan yaitu tempat penelitian, peneliti menggunakan teknik penelitian
kepustakaan dan pembahasan tentang penimbunan barang lebih ditekankan
kepada teori figih muamalah. Hal ini menegaskan penelitian kepustakaan
yang berjudul penimbunan barang pokok perspektif Figih muamalah belum

pernah diteliti.

® Agus Ahmad Rozi, Perilaku lhtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fugaha
Kontemporer, Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
Metro Lampung.



E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library
research) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi
dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang
perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan
dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka
penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca buku-buku
yang telah tersedia di perpustakaan sebagai data sekunder. Penelitian ini
adalah uraian tentang penimbunan barang pokok yang diperoleh dari
buku-buku yang menjadi rujukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini
yaitu sebagai pengumpul data dengan mengumpulkan buku-buku
mengenai penimbunan barang pokok perspektif figih muamalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah
suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan
fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang
lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan
pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa
adanya.” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa
penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang

terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data,

" Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan
Kelas Dan Studi Kasus (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36
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keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penimbunan barang

pokok perspektif figih.

. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.?
Sedangkan data tersier adalah kumpulan sumber primer dan sumber
sekunder. Penelitian ini, dalam memperoleh data tidak secara langsung
pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah, jurnal,
artikel, dan buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian. Dengan menggunakan data skunder yaitu
bahan yang memberikan penjelasan yang bersangkutan dengan
penimbunan barang pokok perspektif figih muamalah, referensi yang
digunakan oleh penulis diantaranya Buku figih muamalah karangan
Yusuf Qaradhawi, buku figh muamalah karangan Harun dan beberapa
referensi lain yang berkaitan dengan penimbunan. Sumber data tersier
yaitu sumber perlengkapan yang diambil dari kamus, internet dan jurnal
yang berkaitan dengan penimbunan barang pokok perspektif figih

muamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti
menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu
metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain

168

8 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: PT Grasindo, 2005),
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tentang subjek.’ Sedangkan mengenai sumber yang penulis gunakan

dalam penyusunan karya ilmiah adalah sumber data skunder antara lain

mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sumber data ini
dikelompokan menjadi tiga yaitu :

a. Bahan primer adalah bahan-bahan yang didapat dari Al- Qur’an dan
hadis.

b. Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan
primer, antara lain buku-buku mengenai penimbunan barang.

c. Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus
dan ensiklopedia

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses
penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data yang ada akan
nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan
mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data kualitatif
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data,
memilah-milah data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada

orang lain.

% Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat: CV
Jejak, 2018), 153


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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LANDASAN TEORI

A. Penimbunan Barang Pokok

1. Pengertian Penimbunan Barang

penimbunan barang atau dalam Islam disebut Ihtikar merupakan
membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di
pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan
pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar,
sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan kata lain,
ikhtikar adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang
tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.

Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya
agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya
meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan
semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan
bukti keburukan moral serta mempersulit manusia.™

Sebagaimana pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penimbunan
baang merupakan membeli dan menyimpan barang agar baang yang
disimpan mengalami kelangkaan sehingga ketika barang tersebut
diperjualbelikan maka haga barang sangat tinggi yang menyebabkan
sulitnya masyarakat mendapatkan barang tersebut.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan Al-

Ihtikar, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun,
pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan

171

191dri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Kencana, 2010), h.
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barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang
tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun
tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru
kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan
yang berlipat ganda. Figih Islam mengartikan bahwa al-Ihtikar
bermakna menimbun atau menahan agar terjual.**

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penimbunan
merupakan penyimpanan barang kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang
menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga akan
mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Setelah harga melambung
tinggi barulah barang yang disimpan diperjualbelikan.

Praktik penimbunan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar
dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun
saat permintaan dari konsumen sedang tinggi. Penimbunan barang yang
dilakukan oleh penjual maka kerugian yang ditimbulkan noleh tindakan
ilegal praktik penimbunan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan
orang banyak maka dapat dikatakan ini adalah kegurian yang besar
khususnya kerugian yang paling besar adalah kerugian yang diterima oleh
masyarakat selaku konsumen.

Menimbun barang termasuk perbuatan yang dilarang karena perbuatan
tersebut sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara
sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menggunakan unsur

kecurangan, memonopoli, dan mementingkan hak minoritas.

Penimbunan kebutuhan orang banyak berakibat fatal bagi
masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan

! Riska Ariska & Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam”,
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 96
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memenuhi kebutuhan sehingga akan mengalami kenaikan harga yang
tidak wajar. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu
yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan
mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikandan
dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika
untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah
dengan jalan yang halal.*?

Ihtikar secara etimologis berarti menahan makanan agar harganya
mahal. Adapun ikhtikar secara terminologis adalah jika seseorang membeli
sesuatu pada saat harga mahal kemudian ia menimbunnya untuk dijual pada
harga yang lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang itu mendesak.*®
Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan
menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan
melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau
stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara
maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan barang dan
dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan kesulitan, namun
akibat ihtikar tersebut mereka jadi kekurangan barang dan sulit untuk
menjangkau harga agar dapat memnuhi kebutuhan mereka, namun karena
sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari barang yang
langka tersebut akhirnya dibeli juga walaupun terpaksa. Pada kasus ini
terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi si pelaku Ihtikar dan

teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat walaupun ia tidak berlaku

secara eksplisit.

12 yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal Arifin,
(Jakarta : Gema Insani, 1997), h.99
3 Mardani, Ayat-Ayat Ekonomi Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017) h. 198
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2. Dasar Hukum Penimbunan Barang Pokok
Menimbun barang khususnya bahan makanan serta kebutuhan sehari-
hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut
langka atau masa krisis jelas haram. Diwaktu terjadi kelangkaan, menimbun
barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling
buruk dan karena itu tergolong kejahatan dan dosa besar. Menciptakan laba
dari bisnis eksploitasi dan pemerasan seperti itu adalah ilegal.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:
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“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh malam,
berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan
diri juga darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali
Bazzar:4648).

Rasulullah  SAW sendiri pernah menyimpan untuk keluarganya,
makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar (buah kurma) dan lain-
lain. Melarang para pedagang membeli barang-barang yang telah dibawa
kepasar dan barang-barang lainnya yang akan membahayakan masyarakat,
yaitu apabila pedagang yang membawa barang dagangan kepasar itu
mengetahui hal itu maka ia tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau
para pedagang membeli barang-barang dan makanan dipasar maka akan

bermanfaat bagi masyarakat yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya.

Y HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, alHakim, ad-
Daruquthni, dan Abu Na’im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262
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Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli
dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan
dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu,
Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan
pokok masyarakat luas. Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR.

Ahmad: 4648%°
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Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan
kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari
Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang
menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia
dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan
siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada
seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah
terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).

Ulama sepakat bahwa Ihtikar hukumnya haram. Namun demikian
ulama memberikan ciri-ciri tertentu menyangkut masalah barang yang
haram untuk ditimbun. Menurut madzhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Hanbali,
barang yang haram ditimbun adalah makanan pokok yang menjadi
kebutuhan umum, baik itu berupa makanan pokok manusia atau makanan

pokok untuk hewan ternak.

1> Riska Ariska & Abdul Aziz, “Penimbunan Barang.., h. 98
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Selain makanan pokok, hukum penimbunan tidaklah diharamkan.
Dalam mazhab Maliki keharaman penimbunan tidak dikhususkan pada
makanan pokok saja. Menurut mazhab ini semua jenis barang yang menjadi
kebutuhan umum (public goods), baik berupa makanan pokok atau bukan,
hukumnya haram ditimbun. Sehingga, dengan mengikuti madzhab ini,
penimbun (muhtakir) tidak bisa terhindar dari jeratan hukum haram.*®
Ciri-Ciri Penimbunan Barang Pokok

Tujuan ihtikar yang telah banyak disebutkan diatas merupakan aspek
yang tidak diperbolehkan oleh para fugaha, berdasarkan dari aspek jenis
barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali
berkata, ada pun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan
pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za’faran, tiada sampailah larangan
itukepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta
makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan
makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus
menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka
sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin,
madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya."’

Ibnu Ruslan berkata tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang
disimpan manusia itu baik berupa bahan pokok maupun apa yang mereka
perlukan seperti samin, madu dan lain-lainnya, adalah boleh (mereka

simpan), sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyimpan untuk

Hadis”

18 Sukiati, “Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (ihtikar) dalam Perspektif
, Migot Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009, h. 165
Y yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 616.
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keluarganya, makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar (buah
kurma-pen) dan lain-lain. Qadir Hassan berpendapat, bahwa melarang para
pedagang membeli barang-barang yang telah dibawa kepasar dan barang-
barang lainnya adalah membahayakan masyarakat, yaitu apabila pedagang
yang membawa barang dagangan kepasar itu mengetahui hal itu maka ia
tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau para pedagang membeli
barang-barang dan makanan dipasar maka akan bermanfaat bagi masyarakat
yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya, sedang pembawa barang
banyak.
. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok
Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barries, yakni
menghambat produsen/penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain
tunggal dipasar. lhtikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:
a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara
menimbun atau mengenakan entri-barriers.
b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum
munculnya kelangkaan.
c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan
sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.
Sebagaimana ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa
penimbunan itu berlaku hanya terhadap barang-barang pada hasil pembelian
saja. Dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri

atau hasil dari karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab tidak akan
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mengalami kelangkaan dan juga tidak merusak harga pasar dan stabilitas

ekonomi masyarakat. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan

ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

a.

Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga
untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang
untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan
Rasulullah SAW.

Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung
tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga
terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.

. Yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang

dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak
pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan
tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.*®

Pendapat lain mengatakan bahwa penimbunan barang diharamkan

jika memiliki keriteria sebagai berikut:

a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab

adanya penimbunan tersebut.

b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa

susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda. *°

Praktik penimbunan tujuannya tak lain untuk mendapatkan

keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang

telah lama ditimbun saat permintaan dari konsumen sedang tinggi.

Penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual maka kerugian yang

ditimbulkan noleh tindakan ilegal praktik penimbunan terhadap barang-

barang yang menjadi kebutuhan orang banyak maka dapat dikatakan ini

8 yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 85
19 Nasrun Harun, Figh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), h.83
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adalah kegurian yang besar khususnya kerugian yang paling besar adalah
kerugian yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen.

Ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat karena
membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Pengharaman
terhadap perbuatan ihtikar apabila terdapat tiga unsur, yaitu :

a. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu.

b. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan
masyarakat.

c. Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang
dibutuhkan.?

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan
persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun
barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia
sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi
memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan,
negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari
negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjulan
komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu

menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan

pendapatan dalam tingkat dunia.

B. Batasan Penimbunan Barang Pokok dalam Figih Muamalah
1. Penimbunan Barang Pokok yang Diperbolehkan
Penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil

pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian

2 pid, h. 28.
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penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang
hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada
kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan
merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Ulama sepakat bahwa ihtikar hukumnya haram. Namun
demikian ulama memberikan rambu-rambu tertentu menyangkut
masalah barang yang haram untuk ditimbun. Menurut madzhab
Hanafi, asy-Syafi'i dan Hambali, barang yang haram ditimbun
adalah makanan pokok yang menjadi kebutuhan umum, baik itu
berupa makanan pokok manusia atau makanan pokok untuk hewan
ternak. Sedangkan untuk selain makanan pokok, hukum
menimbunnya tidaklah diharamkan.?

Jika mengikuti pendapat tiga ulama ini, penimbunan pupuk,
minyak, gula dan lain-lain. yang tidak termasuk makanan pokok,
hukumnya tidak haram. Sementara, kebutuhan masyarakat terhadap
barang-barang tersebut juga sangat tinggi dikarenakan barang-barang
yang dimaksud sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan mereka.
Maka untuk menyikapi masalah penimbunan barang-barang yang tidak
termasuk makanan pokok seperti BBM dan lain-lain, merujuk pada
madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki keharaman penimbunan tidak
dikhusukan pada makanan pokok saja. Menurut madzhab ini semua jenis
barang yang menjadi kebutuhan umum (public goods), baik berupa
makanan pokok atau bukan, hukumnya haram ditimbun. Sehingga,

dengan mengikuti madzhab ini, penimbun (muhtakir) tidak bisa terhindar

dari jeratan hukum haram. Di samping itu pendapat ini juga akan

2! Akhmad Mujahdin, Ekonomi Islam, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h. 43
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memudahkan pemerintah untuk memberi sanksi pada mereka yang
melakukan kelicikan berupa ihtikar.

Penimbunan barang adalah tindakan penyimpanan harta, manfaat
atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain
yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan
persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar,
sementara masyarakat sangat membutuhkan produk, manfaat atau jasa
tersebut. Distribusi dalam bidang ekonomi tentunya sangat diperlukan
sesuai dengan syariat agama, distribusi terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau
penyampaian barang tau jasa dari produsen ke konsumen dan para
pemakai.

b. Distribusian sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan
sebagai wujud solidaritas sosial. *

2. Penimbunan Barang Pokok yang Dilarang

Penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk
barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam juga melarang
praktik penimbunan makanan pokok yang sengaja dilakukan untuk dijual
jika harganya telah melambung. Pada masa khalifah Umar Ibnul
Khathtab pernah mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala
praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Khalifah tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk

22 |dri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h 152
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membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk
menimbun.?

Ulama Malikiyah memandang ikhtikar adalah haram, keharaman
ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang
lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara ulama Hanafiyah
memandang hukum ketidakbolehan ikhtikar adalah makruh tahrim, hal
ini jika dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan maka
hukumnya adalah mubah.

Imam Al-Auzai seorang ahli figih yang mahzabnya tidak
berkembang lagi memandang bahwa ikhtikar adalah tidak boleh apabila
mengganggu pasar sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun
adalah boleh. Ulama Syalafi’ah menyatakan bahwa ikhtikar haram
hukumnya. Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan ikhtikar adalah
haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap masyarakat dan
negara.*

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut ulama syafi’iyah,
hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah menurut mereka
melakukan penimbunan barang hukumnya haram.? Menurut Malikiyah
penimbunan barang hukumnya haram dan dapat dicegah oleh

pemerintahan dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan

2 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h.464.
2 Moch Bukhori Muslim “Ikhtikar dan Dampaknya.., h. 4.
%5 yusuf Qardhawi, Halal Haram.., h 124
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mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi
masyarakat dan Negara.?

Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang ditimbun dan
menjualnya dengan harga yang berbeda. Pedagang mendatangkan barang
yang dibutuhkan oleh masyarakat dari distributor atau membelinya pada
saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya atau ia
menjualnya kembali saat itu juga apabila itu bukan penimbunan barang
pokok sehingga tidak diharamkan.

Kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dapat
dikatakan penimbunan barang haram apabila bahan poko yangditimbun
denga tujuan mencari keuntungan sehingga masyarakat tidak dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya. Merupakan suatu keharusan di dalam
proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan.
Hanya saja keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak
bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam
pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan
pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang
ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang
dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik.

Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi

2 1hid.
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kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat
menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu
perbuatan yang haram dan melanggar hukum dar penjual.

3. Kaidah Figh dalam Penimbunan Barang Pokok

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam
Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi)
menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan,
pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan
masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat (motivasi hokum) dalam
larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudaratan yang menimpa
orang banyak. Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang banyak
itu tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup
seluruh produk yang dibutuhkan orang.*’

Sebagian Ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali
mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja.
Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash (ayat atau hadis)
hanyalah makanan.?® Menurut mereka, karena masalah ihtikar
menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan
kebutuhan orang banyak, maka larangan itu terbatas pada apa yang
ditunjuk oleh nash saja. Adapun ulama kalangan Mazhab Syafi’i dan
Hanafi membatasi ihtikar pada komoditas yang berupa makanan bagi

manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan

%7 Fithriana Syarqawie, Fikih Muamalah, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 49
28 1hi
Ibid.
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kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini, oleh sebab

itu perlu dibatasi.

C. Pandangan Ulama tentang Penimbunan Barang Pokok

Motivasi mencari untung besar terkadang dapat membutakan
seseorang untuk melakukan cara-cara yang kurang elok atau dilarang agama
dan hukum demi keuntungan. Salah satunya menimbun barang sehingga
terjadi kelangkaan dan akhirnya menjualnya saat harga tinggi untuk
mendapatkan keuntungan besar. Rasulullah telah melarang praktik ikhtikar,
yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (hoarding) barang, khususnya
pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga di
kemudian hari.

Salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik
penimbunan di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik
semacam itu harus dicegah guna menghindari madharat yang besar bagi
masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip di dalam Islam.
Untuk merealisasikan hal itu peran serta pemerintah sangat besar mengingat
la mempunyai kekuasaan (otoritas). Dengan otoritasnya itu ia berhak
mengatur dan mencegah praktik ihtikar dan monopoli agar bisa terlindingi,
meskipun di dalam melindungi tadi, (individu) harus dikorbankan.

Pelaku ihtikar (muhtakir) berdosa karena perbuatannya itu bisa
berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya.
Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena

cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun
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ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh muhtakir
guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Keadaan ini
menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pangan (qut).?*

Praktik ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip
hukum Islam, (tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan
orang lain). Karena tujuan mereka hanya semata-mata mencari keuntungan
pribadi sebanyak-banyaknya dan di dalam pikiran mereka tidak pernah
terlintas kesulitan yang dialami masyarakat. Apa yang mereka lakukan di
dalam ihtikar itu merupakan bentuk praktik ekonomi kapitalis yang hanya
semata-mata mencari keuntungan belaka. Melihat perilaku mereka yang
tidak Islami dan manusiawi itu, Nabi memberikan gelar negatif itu kepada
mereka. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa ihtikar itu pada
prinsipnya haram, karena merusak kestabilan harga di pasar.

Akibat dari ikhtikar adalah masyarakat luas dirugikan, karena
masyarakat harus membayar harga yang tidak wajar. Apalagi jika barang
terebut sangat dibutuhkan, seperti saat ini masker dan pensuci kuman yang
benar-benar dibutuhkan untuk menjaga dari penularan wabah virus korona.
Perbuatan mereka dapat dikategorikan haram, dan dipastikan juga dianggap
tidak etis oleh siapapun yang berpikir normal. Jika terdapat ikhtikar seperti
ini maka pihak yang memeiliki otoritas harus menghilangkan penimbunan
ini dengan intervensi harga dan menghukum para penimbun. Dengan harga

yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa)

# Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Igtishad,
Vol. Il, No. 2, Juli 2010, 168
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menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar dengan harga yang
wajar.

Meskipun demikian, tidak semua ikhtikar diharamkan. Hal ini, terlihat
dari kata di dalam hadits nabi yang telah dijelaskan, pada dasarnya juga
mengandung arti menimbun sebagaimana letak perbedaan pada kedua
pedagang tersebut adalah pada motivasi mereka masing-masing. Motivasi
pada menimbun untuk dijadikan sebagai cadangan guna menghadapi masa
krisis dan kemudian menjualnya pada masa krisis itu dengan harga yang

layak.
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BAB Il
PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH

5. Penimbunan Barang Pokok di Masyarakat dalam Perspektif Figih
Muamalah
1. Penimbunan Menurut Para Ulama Fiqgih
Sehubungan dengan ihtikar (penimbunan), ulama memberikan
kriteria tertentu terhadap bentuk ihtikar (penimbunan) yang diharamkan.

Kriteria itu adalah sebagai berikut:

1) Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian
sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu
semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk ihtikar
yang diharamkan.*

2) Barang-barang itu berupa makan pokok (qut).*

3) Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan
masyarakat. Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila
di dalam suatu kota terdapat muhtakir (memonopoli penguasaan
barang dagangan). Di samping itu juga, penimbunan dilakukan pada
masa krisis pangan yang sudah mulai terjadi.*

Pelaku ihtikar (muhtakir) berdosa karena perbuatannya itu bisa

berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan

%0 Afidah Wahyuni, “Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Iqtishad,
Vol. Il, No. 2, Juli 2010, 171

* Ibid,

% Ibid,
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keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di

samping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali,

juga

karena meskipun ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang

ditunggu-tunggu oleh muhtakir guna mendapatkan keuntungan yang

berli

a.

pat ganda.
Menurut Ulama Hanafiah

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf
menjelaskan bahwa penimbunan adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah
atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan
makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.*®

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu
yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap
bukan termasuk penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun
dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.®*

Pendapat ulama Imam Hanafi bahwa penimbunan dihukumi
makruh dan tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, madharat, dan juga
menggangu kestabilan ekonomi terhadap masyarakat setempat.®
Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan sabda

Rosulullah SAW yang berbunyi:

% Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Solo: Era Intermedia, 2007), 361

* 1bid.
% Chai

ruman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47
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Seaka [SEEN Bshpe LG

Artinya: “Orang yang mendatangkan barang dari luar
(negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.”
(H.R. Ibnu Majah : 2153).%

Ulama Hanafiah menghukumi penimbunan dengan makruh
tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan
hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat
umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Penimbunan
tidak diperbolehkan manakala dapat menganggu hak masyarakat
suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi.*’

Salah satu pendapat ulama’ Hanafiah juga mengatakan
penimbunan itu haram, apabila dalam melakukan penimbunan
tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga
lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya,
tanpa memikirkan madharat dan hak masyarakat. *

Menurut ulama’ Hanafiah pengkhususan jenis barang yang
dilarang dalam penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf
bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat yang
berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Semua
barang yang disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas

kemadharatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.*

% |bn Majah, Sunan Ibn Majah Juz 2 (Semarang: Putra Semarang, 1954), 278
%7 yusuf Qardhawi, Halal Haram.., 363

% |bid.
% |bid.
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Dikatakan di dalam kitab bahwa dikira-kirakan
diperbolehkan ditimbun sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu
bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit
sekali dan yang melakukan di atasnya lebih banyak. Sebagaimana

sabda Rasulullah SAW yaitu:

ey ’ ﬁ’/ 4 a4 # /:": ilﬂff" foi ﬂr" ,/*‘U o .
Ga sy W5 A G 5 5 AL Gl Wb S

“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh
malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah
SWT melepaskan diri juga darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim,
Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar:4648).%

Dalam hubungan ini para Ahli Figih berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan penimbunan terlarang atau diharamkan adalah bila
terdapat syarat bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari
kebutuhan, serta tanggungan untuk persediaan untuk setahun penuh.
Karena seseorang tanggungan untuk persediaan nafkah untuk dirinya
dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.

Barang-barang yang ditimbunnya itu dalam usaha menunggu
saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan
harga yang lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkan itu

kepadanya.** Penimbunan itu dilakukakan pada saat manusia sangat

“ HR. Ahmad, lbnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, alHakim, ad-
Daruquthni, dan Abu Na’im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262

* Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam
Kontemporer, (Jakarta : LSIK), 103
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membutuhkan barang yang ia timbun, seumpamanya makanan
pakaian dan lain-lain dalam hal ini bila barang yang ada di tangan
pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka tidak dianggap
sebagai penimbunan, arena tidak mengakibatkan kesulitan bagi
manusia.
b. Menurut Ulama Malikiyah

Menurut mazhab Maliki, penimbunan adalah
menyembunyikan arang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan
untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi. Ulama Malikiyah
lain memberikan pengertian penimbunan yaitu penimbunan segala
sesuatu yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi
masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil
di sekitarnya.*?

Menurut ulama’ Malikiyah, penimbunan dihukumi haram, dan
harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena
perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan
masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.*®

Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi
kasus penimbunan. Yang paling utama dipelihara adalah hak
konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang

yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Tatkala

*2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655
* Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 351



34

kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak,
maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.**

Adapun Jenis Barang menurut mazhab Maliki bahwa ia
mengharamkan melakukan perbuatan Ihtikar segala sesuatu yang
dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu
berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang
lainnya yang dapat menganggu ekonomi masyarakat di wilayah
setempat.*

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan
penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-
masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan
makanan atau komoditi lainnya*® seperti kain linen, kapas, dan
seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang
membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun
berupa kain atau mata uang.

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan
penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-
masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang.*’ Jangka waktu
yang tidak diperbolenkan melakukan penimbunan adalah

penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam

“ Ibid.

* Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Figih Muamalat (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), 157

*¢ Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk, Jilid 4, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 247

*" Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157
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mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi
ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah
tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.
c. Menurut Ulama Syafi’iyah

Penimbunan menurut ulama’ mazhab Syafi’i adalah menjual
bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau
menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut
mazhab Syafi’i mengemukakan bahwa perbuatan penimbunan
adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan.*®
Beberapa ulama pengikutnya mengatakan bahwa penimbunan adalah
diharamkan dan merupakan perbuatan dibenci. mereka berdasar pada
hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu Rasulullah
SAW bersabda yang berbunyi:

ol sty Bris I

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya)
mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (2:21 53).%°

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran
turun atau juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat
berupa makanan, kemudian ia menimbunnya atau menahannya untuk
tidak menjualnya ketika barang tersebut naik, maka seperti itu

dianggap bukan termasuk penimbunan yang diharamkan.

* Muhammad Arifin, Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Figh Perniagaan Islam
(Bogor: Darul 1lmi, 2008), 91
* |bn Majah, Sunan.., 728



36

Dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari
wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.

Adapun hukum yang terkandung dalam riwayat tersebut
ialah bahwa penimbunan diperbolehkan pada barang-barang yang
telah didatangkan atau diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah
yang bersangkutan.® Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal
ini tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat setempat.
Anjuran Rasulullah SAW yang terkandung pada riwayat tersebut
yaitu dalam mendatangkan barang hendaklah mendatangkan sesuai
dengan harga pasaran pada saat itu, artinya jangan sampai
mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang
negatif bagi masyarakat.

Ulama’ mazhab Syafi’i mengemukakan bahwa hukum dari
perbuatan lhtikar adalah haram pada semua jenis bahan makanan
tanpa terkecuali.®> Namun, Tidak dianggap perbuatan penimbunan
apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi atau
keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari
keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan
penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan

tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena

50 Muh
5! bid.

ammad Arifin, Sifat Perniagaan.., 92
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dengan mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai
mendatangkan madharat bagi masyarakat.>?

Untuk  hukum menimbun selain bahan makanan,
diperbolehkan apabila penimbunan itu tidak sampai menimbulkan
madharat bagi masyarakat dan diperbolehkan selama masih belum
ada yang melarangnya. Jika dilihat dari pengertian diatas jangka
waktu tidak diperbolehkannya melakukan penimbunan adalah pada
saat bahan makanan mencapai harga yang tinggi dan pada saat
masyarakat tengah membutuhkannya.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa penimbunan
barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi
masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan
gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan
mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.

Adapun menurut mazhab Hambali Ihtikar yang diharamkan
adalah memenuhi tiga syarat berikut:

a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang
yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar
(mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan
suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya

sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan Ihtikar.

52 Setiawan Budi Utomo, Figh Aktual (Jakarta: Gema Islami, 2003), 92
53 Yusuf Al-Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam (Solo: Era Intermedia, 2003),
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Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW: “Orang yang
mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki
sedangkan yang menimbun terlaknat.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah,
dalam Kitab Sunan Ibn Majah : 2153).%*

b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.*

c. Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak
masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun
langkah yang dimaksud antara lain: Pertama, dilakukan di negeri
yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh
sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan. Kedua, dilakukan pada
kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika
ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-
orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat
luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi
seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar.
Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya
murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut
membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang
diharamkan.

Barang yang dilarang oleh ulama’ Hanabilah yaitu barang

yang berupa bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagian barang

> |bn Majah, Sunan.., 728

% Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), 361

% Wardi Muslich Ahmad, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013), 6
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lain yang tengah dibutuhkan masyarakat pada saat tertentu. Adapun
menimbun lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak
tidak termasuk tindakan penimbunan yang diharamkan.>

Adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan
melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan
penimbunan selain bahan makanan, sebagaimana riwayat

lengkapnya, ketika Rosulullah SAW bersabda:

g 6 S (i 6 5 08 s g 8 88

6 Lusd 6 5
“Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu
Sa’id ditanya, kenapa engkau melakukan Ihtikar?” Said menjawab,
“Sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadits ini telah
melakukan Thtikar.” (Hadits Riwayat Imam Muslim, di dalam Kitab
Shahih Muslim:1605).%®
Berdasarkan pada uraian konsep tersebut bahwa jangka
waktu yang tidak diperbolehkannya melakukan penimbunan yaitu
pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan.
e. Menurut Imam al-Ghazali
Imam al-Ghazali menyatakan pengertian ihtikar dengan

penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu

" Muhammad Qasim Kamil, Halal Haram Dalam Islam, (Sukmajaya Depok: Mutiara
Allamah Utama, 2014), 290
%8 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz 1, 702
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melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.>® Menurut
pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya keatas bahan makan
pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan
manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak
termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga
sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan
meskipun termasuk bahan makan.

Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan
yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti beras,
jagung, terigu, gandum. Mengenai waktu yang diharamkan
melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar
hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik).®
Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari
pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply,
sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak
ada larangan bagi distributor menahannya, dikarenakan tidak
mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum.

Penimbunan tidak mendatangkan mudharat kepada
masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan
distributor tersebut menuggu ramainya permintaan pasar. Menuggu
sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah

dilarang.

% Wahyu Setiawan, Qawa 'id Fighiyyah (Jakarta: Amzah, 2013), 17

% hid.
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Menurut An-Nawawi

An-Nawawi mengatakan ihtikar yang diharamkan adalah
penimbunan bahan makan pokok tertentu, yaitu membelinya pada
saat harga mahal untuk dijualnya kembali. la tidak menjualnya paada
saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya naik melonjak
naik.®*

Menurut An-Nawawi, ihtikar diharamkan hanya pada makan
pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu
dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia
menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada
bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat
itu juga, maka itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan.®® Ini
karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada
orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan
penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan
masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan
makan pokok).®®

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah
diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun
samada dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar.

Kesimpulannya ihtikar diharamkan keatas bahan makan pokok saja

%! Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid 12 (Bandung: Alma’arif, 1997), 98

%2 1bid.

% Hashi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30
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ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk
memenuhi kebutuhan mereka.
g. Menurut Wahbah Zuhaili
Wahbah Zuhaili mengartikan ihtikar itu adalah menimbun
saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga yang
tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan.** Menurut pendapat
Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus untuk
makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua
makanan haram ditimbun. Hanya mkanan pokok saja yang haram
ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari
barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.%
Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan
diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak
makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang
membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia
menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan
tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari
keuntungan.
Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan

keatas baarng yang selain bahan makan pokok saja. Sementara itu,

jika menimbun barang pada saat harga murah secara mutlak

6 Ahmad Rajafi, Hukum Bisnis Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Printing Cemerlang,
2013), 49
* Ibid.
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hukumnya tidak haram.®® Menurut beliau lagi tidak diharamkan
menimbun barang berharga tinggi (tanah) dan barang yang dibeli
pada saat harga melambung tinggi untuk kepentingan diri dan
keluarganya atau untuk dijual kembali dengan harga yang
sama.Mengenai waktu haram melakukan ihtikar pula, beliau hanya
mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar
sehingga sulit untuk mendapatkannya.

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits
Rasulullah  SAW yang Berbunyi “Barangsiapa yang menimbun
bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah
terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya® (HR Ahmad dan Al-
Hakim).

Menururt Abdul Aziz Muhammad Azam

Menururt Abdul Aziz Muhammad azam barang yang haram
di ihtikar Cuma keatas bahan makan pokok saja. Selain dari itu tidak
ada pelarang penimbunan.’” Larangan tersebut adalah karena
mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat
memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi.
Beliau memberikan dua syarat ihtikar yang diharamkan.®

Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang

mendesak orang banyak (makanan), maka setiap barang yang tidak

% Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 86.
¢ Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Jakarta:
Rajawali Pers, 2015), 60

% |bid.
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mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang. Jika
bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia
bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh
orang kampong supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada
masalah,sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada
alasan untuk menghalanginya.®®

Menurut beliau waktu yang diharamkan melakukan ihtikar
hanyalah pada waktu kekurangan bahan pangan pokok saja. Selain
itu dari waktu itu adalah tidak dilarang. Jika ada penimbunan yang
bertujuan untuk menyakiti konsumen, maka haram hukumnya. Dan
jika barang yang ditimbun bukan kebutuhan pokok yang mendesak

maka tidak ada pelarangan keatasnya.

2. Dampak Penimbunan Barang Pokok

Usaha spekulatif artinya bentuk usaha yang pada hakikatnya gejala
untuk membeli sesuatu dengna harga yang murah dan menjual
denganharga yang mahal pada waktu lain.” Islam sangat melarang
penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar
sementara pihak lain dirugikan.”* Pada dasarnya Nabi melarang
menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan
mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena

ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila

% Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalah System Transaksi Dalam Islam
(Jakarta: Amzah, 2010), 82
® Mannan, Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam),
diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993), h.292
™ Habiburrahim dkk, Mengenal Pegadaian Syariah , (Jakarta: Kuwais, 2012), h.54.
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penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian
barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai
sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya
naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang
membahayakan dan tentu saja diharamkan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ihtikar dilarang
dalam agama hal ini dikarenakan mempunyai dampak yang tidak baik
bagi masyarakat, yakni dapat merugikan dan menyengsarakan
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dampak dari
penimbunan barang adalah kelangkaan barang dan mahalnya harga
barang- barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan
menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya
imbas melambungnya harga satu barang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya
dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal,
sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar
masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh
karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak
sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam
ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih

jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan

72

IIfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 67.
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menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat
menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab
konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari
ongkos marjinal.”®

Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.
Menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih
keuntungan dengan menaikkan harganya. Apabila pembelian suatu
barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan
menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga
kepentingan umat Islam, untuk menghindarkan segala hal yang
menyusahkan adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang.”™
Penimbunan ini dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran
yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karna
kurangnya bahan pokok makanan dan tentunya terdapat salah satu pihak
yang dirugikan karenanya. Semula harga yang seharusnya dapat
terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.”

Menimbunan barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga
untuk menimbun barang, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di

pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan

ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang

® Moch Bukhori Muslim, Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi, Jurnal Studi
Al-Qur’an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614, diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 Pukul
06.30 WIB.

™ Muhammad Qasim Kamil, Halal Haram Dalam Islam, (Sukmajaya Depok: Mutiara
Allamah Utama, 2014), h. 290.

> Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah & Bertambah, (Jakarta : Gema Insani Press,
2007), h.58.
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dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
penimbunan barang merupakan salah satu perkara dalam perdagangan
yang diharamkan oleh agama karena bisa membawa madhorot.

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang
besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa
mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnya barang-
barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan
menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya
imbas melambungnya harga satu barang.

Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila
permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan
meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas.
Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di
pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang
semakin berkurang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya
dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal,
sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar
masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh
karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak
sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam

ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.
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Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme
pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh
orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara
manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang
lebih tinggi dari ongkos marjinal. Dengan demikian praktek ihtikar akan
menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari

sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

6. Analisis Penimbunan Barang Pokok Perspektif Figih Muamalah

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari
aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam
masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan
hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya
adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-
rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah.
Artinya dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan
materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat
mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap
orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka
menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang

dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan
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pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan
yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebas-
bebasnya.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur,
mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan
praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam
Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar)
dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang
dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara
masyarakat sangat membutuhkannya. Seorang Muslimin sepakat bahwa
ihtikar (penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat
sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga
lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar) adalah haram.

Diantara kaidah-kaidah (yang mengharamkan ihtikar) ini adalah
bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan
haram, maka ia pun haram. Sedangkan pengalaman dan sejarah membuktikan
bahwa ihtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan
peperangan-peperangan, penindasan terhadap rakyat serta kematian berjuta-
juta jiwa, demikian pula ia menebarkan rasa cemas dan takut di dalam hati.

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu:
1. Ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa

larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi

meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka,
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yang menjadi illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar
itu adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu
kemudaratan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan,
pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan
orang banyak.

2. Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan
sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu
untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak
membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam
keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.

3. Sebagian ulama Hanabilah dan Imam Al Ghazali mengkhususkan
keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka
karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.

4. Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang
berupa makanan bagi manusia dan hewan. Ihtikar tidak saja menyangkut
komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari
pemberi jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan
pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal
komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat,
negara dan lain-lain.

Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan
enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan

melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau
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stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara
maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist Rasulullah SAW, para
ulama sepakat mengatakan, bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang
dilarang. Seluruh Ulama sepakat menyatakan, bahwa melakukan ihtikar itu
hukumnya haram, walaupun perbedaan pendapat tentang cara penetapan
hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh
mazhab masing-masing.

Menurut kalangan madzab Maliki, ihtikar itu hukumnya haram dan
harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu
membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan Negara.
Oleh sebab itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk
mengatasinya sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan hak orang lain
terpelihara menurut syara’.

Dalam masalah ihtikar yang paling utama harus diperhatikan adalah
hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang
melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya
hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang
banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Dari penjelasan hadits di
atas bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan ihtikar, bahwa praktik
penimbunan barang pokok dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah
mulai langka barang tersebut diperjualbelikan kepada konsumen. Para pihak

konsumen juga sangat membutuhkan barang tersebut sehingga mereka



52

terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga
sebelumnya. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan
penjual ini akan berpengaruh pada usaha yang di kelolanya itu.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka
perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan Kkesulitan
mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang
luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak
mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di
dalamnya.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan
persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang
menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang,
hal ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga.
3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menimbun barang yang
dibutuhkan oleh masyarakat atau yang diperjualbelikan oleh masyarakat
hukumnya haram, menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat
bahwa larangan menimbun bahan pangan sebab merupakan bahan pokok
masyarakat. Penimbunan barang mengakibatkan naiknya harga. Menimbun
barang yang diharamkan menurut ahli figih adalah apabila memenuhi tiga

kriteria sebagai berikut:
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1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga
untuk masa satu tahun penuh.

2. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung
tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga
terpaksa masyarakat membeli dengan harga mahal.

3. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok masyarakat seperti
pangan, sandang dan lain-lainn. Apabila bahan-bahan lainnya ada
ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan
masyarakat dan tidak merugikan masyarakat maka itu tidak termasuk

menimbun.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penimbunan
barang pokok perspektif figih muamalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa
para ulama figh mengharamkan penimbunan barang pada semua jenis bahan
makanan dan barang yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat. Pengharaman
penimbunan pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok
manusia dan binatang seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Adapun
dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap
aktifitas perekonomi masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya Kkrisis
ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk
mendaptkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainya yang di
timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi Kkrisis
moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya
keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri
tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada
seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun
untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumannya

dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa dianjurkan bagi para pelaku
usaha dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang
menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai memperhatikan pula
kepentingan orang lain, selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar Kita
sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencari rizki yang halal tanpa harus
melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Diharapkan
pula pemerintah senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan peraturan
yang sudah diperundang-undangkan dengan sebagaimana mestinya dalam hal

penimbunan ini.



56

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Wardi Muslich. Figh Muamalah. Jakarta: Amzah, 2013.

Al-Zuhaili, Wahbah. Figih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat:
CV Jejak, 2018.

Arifin, Muhammad. Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Figh Perniagaan
Islam. Bogor: Darul lImi, 2008.

Ariska, Riska dan Abdul Aziz. “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi
Islam”. TAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Figh Muamalah System Transaksi Dalam Islam.
Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan. Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996.
Diana, IIfi Nur. Hadis-Hadis Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press, 2012.

Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif,
Tindakan Kelas Dan Studi Kasus. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.

Habiburrahim et all. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta: Kuwais, 2012.

Hafidhuddin, Didin. Agar Harta Berkah & Bertambah. Jakarta : Gema Insani
Press, 2007.

Harun, Nasrun. Figh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005.

Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Figih Muamalat. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Hermawan, Asep. Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif. Jakarta: PT Grasindo,
2005.

HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, alHakim, ad-
Daruquthni, dan Abu Na’im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4.

Ibn Majah. Sunan Ibn Majah Juz 2. Semarang: Putra Semarang, 1954.


https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albi+Anggito,+Johan+Setiawan%22&source=gbs_metadata_r&cad=5

S7

Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Kencana,
2010.

Kamil, Muhammad Qasim. Halal Haram Dalam Islam. Sukmajaya Depok:
Mutiara Allamah Utama, 2014.

Karim, Adiwarman A., Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah.
Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mannan. Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam),
diterjemahkan oleh M. Nastangin. Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993.

Mardani. Ayat-Ayat Ekonomi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhbibah, Khoirul. Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Studi
Figih Muamalah). Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang diunduh pada 12
September 2019

Mujahdin, Akhmad. Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.

Muslim, Moch Bukhori. Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi,
Jurnal Studi Al-Qur’an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614, diakses
pada tanggal 08 Oktober 2019 Pukul 06.30 WIB.

Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika,
2004.

Qardhawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Qardhawi, Yusuf. Halal Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Iimu, 2000.

Qardhawi, Yusuf. Masyarakat Berbasis Syariat Islam. Solo: Era Intermedia,
2003.

Qardhawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh Zainal
Arifin. Jakarta : Gema Insani, 1997.

Rajafi, Ahmad. Hukum Bisnis Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Printing
Cemerlang, 2013.

Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro
dan Makro. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.



58

Rozi, Agus Ahmad. Perilaku lhtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fugaha
Kontemporer. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam
Negeri (lain) Metro, Metro Lampung.

Sabiq, Sayyid. Figh Sunnabh, Jilid 12. Bandung: Alma’arif, 1997.

Sahrani, Sohari, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia,
2011.

Setiawan, Wahyu. Qawa’id Fighiyyah. Jakarta: Amzah, 2013.
Shiddieqy, Hasbi Ash. Pengantar Figh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
Suhendi, Hendi. Figih Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sukiati. “Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (ihtikar) dalam
Perspektif Hadis”. Miqot Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009.

Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah. Jakarta : Gema Insani, 2004.
Syargawie, Fithriana. Fikih Muamalah. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Utomo, Setiawan Budi. Figh Aktual. Jakarta: Gema Islami, 2003.
Wahyudi, Afifah. Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan
Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan

Gunung Djati, Bandung diunduh pada 12 September 2019

Wahyuni, Afidah. “Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam”. Al-
Igtishad, Vol. Il, No. 2, Juli 2010.

Yanggo, Chuzaimah T., dan HA Hafiz Anshari AZ., Problematika Hukum Islam
Kontemporer. Jakarta : LSIK.



LAMPIRAN

59



60

AT,

3 i ‘\0 18
ST A S

X ANy
e s n ‘i X

d
P T u'ii‘“
Ly
y




61

PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB | PENDAHULUAN

A

B.

Latar Belakang Masalah
Pertanyaan Penelitian

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian Relevan

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian



62

2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data
BAB |1 LANDASAN TEORI

D. Penimbunan Barang Pokok
5. Pengertian Penimbunan Barang Pokok
6. Dasar Hukum Penimbunan Barang Pokok
7. Ciri-Ciri Penimbunan Barang Pokok
8. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok

E. Batasan Penimbunan Barang Pokok dalam Figih Muamalah
4. Penimbunan Barang Pokok yang Diperbolehkan
5. Penimbunan Barang Pokok yang Dilarang
6. Kaidah Figh dalam Penimbunan Barang Pokok

F. Pandangan Ulama tentang Penimbunan Barang Pokok

BAB 1l PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH

C. Penimbunan Barang Pokok di Masyarakat dalam Perspektif Figih

Muamalah
1. Penimbunan Menurut Para Ulama Figih
2. Dampak Penimbunan Barang Pokok

D. Analisis Penimbunan Barang Pokok Perspektif Figih Muamalah



BAB IV PENUTUP
C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

63






















70







72
















77

3o

bR LY.
A A




78




79

RIWAYAT HIDUP

Lukman Efendi dilahirkan di Trimurjo,
28 Agustus 1995. Anak pertama dari dua
» bersaudara, pasangan Bapak Ngadiyo dan Ibu
8 Tri Pamuiji.
Pendidikan dasar penulis ditempuh di

SD Negeri 03 Trimurjo dan selesai pada tahun

tahun 2010, dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun
2013, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah
yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



